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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  

 
NOMOR 4 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

TAHUN 2025-2045 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang 

 

 

 

 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4688); 

SALINAN
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali 
Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6547); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6042); 

11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana 
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
91); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 
2022, Tambahan Lembaran Daera Nomor 262); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 
Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, 
Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat 
Nomor 2); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

dan 

BUPATI BANDUNG BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten 
Bandung Barat; 

2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom; 

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan 
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya; 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat 
RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun; 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun; 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan 
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah; 

 

BAB II 

RPJPD 

 

Pasal 2  

(1) RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah Kebijakan dan 
Sasaran Pokok Pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan selama 
Periode Tahun 2025-2045. 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) merupakan satu 
kesatuan dengan sistem perencanaan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dengan 
berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat serta rencana tata 
ruang wilayah. 

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah 
Daerah dalam menyusun RPJMD untuk setiap jangka waktu lima tahun. 
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(4) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi 
dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA RPJPD 

 

Pasal 3  

(1) Sistematika RPJPD adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, dasar  hukum, hubungan antar dokumen, 
maksud dan tujuan dan sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Memuat gambaran umum dan potensi Kabupaten Bandung Barat 
serta memuat perihal proyeksi demografi dan kebutuhan sarana 
prasarana pelayanan dasar selama dua puluh tahun ke depan dan 
indikasi kinerja pembangunan berdasarkan rencana tata ruang 
dan tata wilayah.  

BAB III  : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

Memuat penyajian analisis yang menjelaskan poin-poin penting 
mengenai permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi 
dalam pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat dalam 
waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. 

BAB IV  : VISI DAN MISI DAERAH 

Memuat visi dan misi daerah yang dapat menggambarkan keadaan 
atau cita-cita yang ingin dicapai dari hasil pembangunan daerah 
selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.  

BAB V  : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 

  Memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang 
menjelaskan hubungan antara sasaran dengan sasaran pokok 
serta penahapan pembangunan yang akan dilakukan setiap lima 
tahun selama 4 (empat) periode. 

BAB VI  : PENUTUP 

                     Memuat Kaidah Pelaksanaan, Pembiayaan Pembangunan dan 
Manajemen Resiko. 

   

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJPD sebagai mana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 4  

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan 
pelaksanaan RPJPD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi di Bidang Perencanaan 
Daerah.  

(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

PERUBAHAN RPJPD 

 

    Pasal 5 

(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan 
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana 
pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang 
dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 
 

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
mencakup terjadinya bencana alam,  goncangan politik, krisis ekonomi, krisis 
kesehatan/pandemi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran 
daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 
 

(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD 
kurang dari 7 (tujuh) tahun. 

 

(4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 
dalam penyusunan RPJMD. 

 

   BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

                                           Pasal 6 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah  Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 



- 7 - 
 

                                          Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

Ditetapkan di Ngamprah 

Pada tanggal 5 September 2024 

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT, 

 
ttd. 

 
ADE ZAKIR 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Ngamprah 

pada tanggal 5 September 2024 

     Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

       R. ERISKA HENDRAYANA 

 

LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

PROVINSI JAWA BARAT : (6/157/2024) 

 

 

  


